Menimbang

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 43 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

GUBERNUR RIAU

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Riau
Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai
penyajian piutang dan investasi jangka panjang non
permanen dana bergulir, maka Peraturan Gubernur Riau
Nomor 40 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Riau tentang Perubahan atas Peraturan Guberntir
Riau Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah 'Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Négara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan-
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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11,

12.

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah. Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara . Tahun
2011 . Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik = Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sister
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana feial
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 201l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomgc
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomo

5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibat
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republil

Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentanc
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentan Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negaré Republik Indonesia Nomor 4614);'

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang ~ Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terékhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelblaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2011
Nomor 40),



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR RIAU NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran X Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun
2011 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2011 Nomor 40) dirubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Riau
Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2013
GUBERNUR RIAU
ttd.
H. M RUSLI ZAINAL
Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 20 September 2013
.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL
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